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Abstract. This study aims to analyze the implementation of the motor vehicle tax amnesty policy (PKB) in 
Bali Province, as regulated by Bali Governor Regulation No. 24 of 2023. The policy is intended to alleviate 
the financial burden on the community by abolishing fines for late motor vehicle tax payments, while 
simultaneously increasing Local Original Revenue (PAD) and updating vehicle ownership data. This 
research employs a qualitative approach through interviews, observations, and documentation, and is 
based on the policy implementation model by Van Meter and Van Horn, which encompasses six variables: 
policy dimensions and objectives, resources, characteristics of the implementing agencies, inter-
organizational communication, implementers' disposition, and economic, social, and political conditions. 
The findings indicate that the PKB amnesty policy has been implemented fairly well, supported by adequate 
human resources and technology, as well as effective coordination between the Bali Provincial Revenue 
Agency (BAPENDA), the Regional Technical Implementation Unit for Regional Revenue (UPTD PPRD), 
and other related agencies. However, several challenges remain, including congestion of queues at the end 
of the amnesty period, limited public access to information, and system disruptions caused by surges in 
online transactions. Despite these challenges, the policy is deemed successful in enhancing taxpayer 
compliance and providing tangible benefits to the community, particularly in reducing financial burdens. 
Recommendations include improved socialization, strengthening of the information technology system, and 
enhanced queue management to increase the policy's future effectiveness. 
Keywords: Policy Implementation, Tax Amnesty, Motor Vehicle, Bali Province, Local Original Revenue 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan 
bermotor (PKB) di Provinsi Bali, yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023. 
Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan menghapuskan denda keterlambatan 
pembayaran pajak kendaraan bermotor, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan 
memperbarui data kepemilikan kendaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengacu pada model implementasi kebijakan Van 
Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 
karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementator, dan kondisi 
ekonomi, sosial, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan PKB telah 
diimplementasikan dengan cukup baik, didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, 
serta koordinasi yang efektif antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Unit Pelaksana 
Teknis Daerah (UPTD) PPRD, dan instansi terkait lainnya. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti 
penumpukan antrian di akhir periode pemutihan, keterbatasan informasi bagi masyarakat, dan gangguan 
sistem akibat lonjakan transaksi online. Meskipun demikian, kebijakan ini dinilai berhasil meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi beban 
finansial. Rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan sosialisasi, penguatan sistem teknologi 
informasi, dan perbaikan dalam pengelolaan antrian untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa 
mendatang. 
Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pemutihan Pajak, Kendaraan Bermotor, Provinsi Bali, Pendapatan 
Asli Daerah. 
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LATAR BELAKANG 
Pembangunan nasional merupakan upaya suatu negara untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan biaya yang besar, 
sehingga penerimaan negara harus terus meningkat setiap tahun. Pajak merupakan 
sumber pendapatan negara terbesar yang berkontribusi dalam pembangunan dan 
pembiayaan operasional negara. Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin 
negara, seperti belanja pegawai dan pemeliharaan, serta untuk pembangunan infrastruktur 
seperti jalan, jembatan, dan jaringan listrik. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk 
mengumpulkan pajak, namun pemerintah daerah juga diberi otoritas untuk mengelola 
pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah.  

Pajak 00Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) yang dikelola oleh pemerintah provinsi. PKB dikenakan kepada 
masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor, yang digunakan untuk mendukung 
aktivitas sehari-hari. Masyarakat wajib membayar pajak ini karena kendaraan yang 
mereka gunakan membutuhkan fasilitas negara seperti jalan raya. Pembayaran PKB 
dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang dikelola 
oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi.  

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian 
masyarakat Bali, teruta.ma karena Bali sangat bergantung pada sektor pariwisata. 
Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, termasuk dalam 
memenuhi kewajiban membayar pajak, salah satunya PKB. Berdasarkan data dari 
BAPENDA Provinsi Bali, jumlah kendaraan bermotor yang menunggak pembayaran 
pajak di Provinsi Bali mencapai 385.837 unit pada tahun 2022 dan 341.696 unit pada 
tahun 2023. Hal ini menyebabkan penurunan penerimaan PAD, yang sangat penting bagi 
pembiayaan pembangunan daerah. 

Tabel 1. Rekapitulasi Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Bali 

 
Sumber: Bapenda Provinsi Bali, 2024 

 Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan 
kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor melalui Peraturan Gubernur Bali No. 24 



Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak  
Kendaraan Bermotor Provinsi Bali 

 

 
 
 

767          JINU - VOLUME 2, NO. 2, Maret 2025 

Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan 
menghapuskan denda keterlambatan pembayaran PKB, sekaligus meningkatkan PAD 
dan memperbarui data kepemilikan kendaraan. Kebijakan ini merupakan revisi dari 
Pergub No. 14 Tahun 2022 dan difokuskan pada penghapusan sanksi administratif berupa 
bunga dan denda PKB, serta memberikan insentif tambahan berupa pembebasan Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kepemilikan kendaraan kedua dan 
seterusnya. 

 Kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Bali telah menunjukkan hasil yang positif. 
Pada tahun 2022, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp 1.691.067.147.050, meningkat 
dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1.415.682.687.835. Program ini juga berhasil 
menjangkau 685.460 unit kendaraan dengan nilai pemutihan mencapai Rp 
687.772.983.050. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan realisasi menjadi 403.628 
unit dengan nilai Rp 406.654.975.500, meskipun data ini belum mencakup periode 
lengkap hingga Desember.  
Tabel 2. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah dari PKB Provinsi Bali Tahun 2018-

2022 

 
Sumber:  Rakornas BAPENDA Provinsi Bali 2023 

Tujuan utama kebijakan ini adalah memberikan pelayanan publik yang cepat, pasti, 
dan murah kepada masyarakat, sekaligus membantu meringankan beban mereka yang 
terdampak pandemi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong pemulihan ekonomi 
di Bali serta mendukung visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui Pola Pembangunan 
Semesta Berencana menuju Bali Era Baru. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya 
berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek tetapi juga pada pemulihan dan 
pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan di Bali.  

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pemutihan PKB di Provinsi 
Bali, dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. 
Model ini mencakup enam variabel kunci: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, 
karakteristik instansi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementator, 
dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Fokus pada implementasi dipilih karena 
keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada proses pelaksanaannya. Studi ini 
bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan 
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implementasi kebijakan pemutihan PKB di Provinsi Bali, serta memberikan rekomendasi 
untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di masa mendatang.  

 
KAJIAN TEORITIS 
Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat penting dalam siklus 
kebijakan publik karena menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. 
Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan merupakan suatu 
tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau instansi pemerintah yang 
diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan 
kebijakan. Proses ini mencakup berbagai faktor, termasuk sumber daya yang tersedia, 
komunikasi antarorganisasi, serta disposisi implementator. 

a. Pajak Kendaraan Bermotor 
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah salah satu sumber pendapatan 

daerah yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
PKB dikenakan terhadap kendaraan bermotor yang digunakan di wilayah hukum 
suatu daerah dan dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan serta faktor-faktor lain 
yang diatur dalam peraturan daerah (Hidayat, 2020). Menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PKB 
merupakan pajak yang wajib dibayar setiap tahun oleh pemilik kendaraan 
bermotor. 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan utama yang 

digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan 
publik. PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 
kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah 
(Sutrisno, 2019). PKB menjadi salah satu komponen utama PAD yang 
memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2021), optimalisasi 
penerimaan PKB dapat meningkatkan PAD secara signifikan. Kebijakan 
pemutihan pajak kendaraan bermotor sering digunakan sebagai strategi untuk 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendorong peningkatan penerimaan 
daerah dalam jangka pendek. 

c. Indikator Implementasi Kebijakan 
Van Meter dan Van Horn (1975) mengembangkan model implementasi 

kebijakan yang menekankan enam indikator utama yang mempengaruhi 
keberhasilan implementasi, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) sumber 
daya, (3) karakteristik agen pelaksana, (4) komunikasi antarorganisasi, (5) 
disposisi implementator, dan (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 

1. Standar dan Tujuan Kebijakan 



Implementasi Kebijakan Pemutihan Pajak  
Kendaraan Bermotor Provinsi Bali 

 

 
 
 

769          JINU - VOLUME 2, NO. 2, Maret 2025 

Standar dan tujuan kebijakan yang jelas sangat menentukan 
efektivitas implementasi. Standar yang baik memberikan pedoman yang 
tepat bagi pelaksana dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Van 
Meter & Van Horn, 1975). 

2. Sumber Daya 
Sumber daya mencakup anggaran, tenaga kerja, teknologi, serta 

fasilitas yang tersedia untuk mendukung implementasi kebijakan agar dapat 
berjalan dengan optimal (Van Meter & Van Horn, 1975). 

3. Karakteristik Agen Pelaksana 
Agen pelaksana harus memiliki kapasitas, wewenang, dan tanggung 

jawab yang jelas dalam menjalankan kebijakan. Keberhasilan implementasi 
sangat bergantung pada kompetensi dan koordinasi yang dilakukan oleh 
pelaksana (Van Meter & Van Horn, 1975). 

4. Komunikasi Antarorganisasi 
Komunikasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan 

sangat penting untuk menyamakan persepsi dan memastikan koordinasi 
yang baik dalam pelaksanaan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). 

5. Disposisi Implementator 
Sikap dan komitmen pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap 

efektivitas implementasi. Jika implementator memiliki pemahaman dan 
dukungan yang baik terhadap kebijakan, maka proses implementasi akan 
berjalan lebih efektif (Van Meter & Van Horn, 1975). 

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik 
Faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik dapat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Stabilitas politik dan 
dukungan masyarakat juga berperan dalam efektivitas kebijakan (Van Meter 
& Van Horn, 1975). 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 
Metode ini digunakan untuk memahami implementasi kebijakan pemutihan pajak 
kendaraan bermotor di Provinsi Bali secara mendalam dengan menggali pengalaman dan 
perspektif para pemangku kepentingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
deskriptif yang dipilih untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai 
pelaksanaan kebijakan serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pemutihan 
pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 
primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat Badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPRD, serta 
wajib pajak yang terdampak oleh kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor. 
Observasi juga dilakukan di kantor layanan pajak untuk memahami secara langsung 
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bagaimana kebijakan ini diterapkan dan diterima oleh masyarakat. Sementara itu, data 
sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan daerah, laporan tahunan 
Bapenda, serta publikasi ilmiah yang relevan. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model 
interaktif Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama, 
reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian 
berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kedua, 
penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan diagram untuk mempermudah 
pemahaman terhadap temuan penelitian. Ketiga, penarikan kesimpulan dilakukan 
berdasarkan pola yang ditemukan dalam data untuk menjawab pertanyaan penelitian 
mengenai implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan efektivitas suatu 
kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan implementasi 
kebijakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kejelasan tujuan, sumber 
daya yang tersedia, koordinasi antaraktor, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik di 
lingkungan kebijakan tersebut. Dalam konteks implementasi kebijakan pemutihan pajak 
kendaraan bermotor di Provinsi Bali, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana 
kebijakan ini diterapkan di lapangan dan sejauh mana dampaknya terhadap peningkatan 
kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 24 Tahun 2023 bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan 
menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Selain itu, 
kebijakan ini juga diharapkan dapat memperbarui data kendaraan yang belum terdaftar 
serta meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah. Namun, dalam proses 
implementasinya, kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan, seperti kendala teknis 
dalam sistem pembayaran daring, tingkat pemahaman masyarakat yang beragam, serta 
dinamika sosial dan ekonomi yang memengaruhi efektivitas kebijakan. 

Analisis hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model implementasi 
kebijakan Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam variabel utama, yaitu ukuran 
dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi pelaksana, komunikasi 
antarorganisasi, disposisi implementator, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. 
Masing-masing variabel dianalisis untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan 
pemutihan pajak kendaraan bermotor berjalan di Provinsi Bali serta faktor-faktor yang 
mendukung maupun menghambat keberhasilannya.  
Analisis Hasil Temuan 

 Penulis melakukan analisis temuan penelitian dengan menggunakan indikator 
implementasi kebijakan yang mengacu pada model Van Meter dan Van Horn. Berikut 
adalah analisis hasil temuan berdasarkan masing-masing indikator.  
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a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan elemen utama dalam efektivitas 

implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suwarno (2008), 
semakin jelas ukuran dan tujuan kebijakan, semakin besar peluang keberhasilannya. 
Dalam kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, ukuran dan 
tujuan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2023, 
yang mencakup penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama 
kendaraan bermotor (BBNKB). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta 
memperbarui data kepemilikan kendaraan yang tidak aktif. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini berdampak positif pada 
peningkatan kepatuhan pajak, terlihat dari penurunan jumlah kendaraan yang 
menunggak pajak dari 385.837 unit pada 2022 menjadi 341.696 unit pada 2023. 
Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemutihan berhasil mendorong wajib pajak 
untuk melunasi tunggakan mereka. Namun, implementasi kebijakan ini 
menghadapi tantangan, terutama lonjakan pembayaran pada akhir periode 
pemutihan, yang menyebabkan antrean panjang di kantor Samsat serta peningkatan 
beban sistem e-Samsat. Kurangnya sosialisasi yang merata juga menyebabkan 
sebagian masyarakat masih belum memahami cakupan kebijakan ini secara utuh. 
Oleh karena itu, diperlukan strategi peningkatan sosialisasi serta optimalisasi sistem 
administrasi perpajakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai lebih efektif. 

b. Sumber Daya 
Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan 

sumber daya yang memadai. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suwarno 
(2008), sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan mencakup sumber 
daya manusia, sumber daya finansial, serta sarana dan prasarana. Dalam kebijakan 
pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, instansi pelaksana utama 
adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) PPRD, serta kantor Samsat di berbagai wilayah. 

Dari aspek sumber daya manusia, jumlah pegawai yang terlibat dalam 
implementasi kebijakan ini secara umum sudah cukup memadai. Namun, beban 
kerja meningkat drastis pada akhir periode pemutihan, sehingga waktu pelayanan 
menjadi lebih lama dan petugas mengalami kesulitan dalam menangani lonjakan 
wajib pajak. 

Dari aspek sumber daya finansial, kebijakan pemutihan ini tidak membebani 
keuangan daerah, karena hanya menghapus denda keterlambatan tanpa mengurangi 
pokok pajak yang harus dibayarkan. Anggaran yang dialokasikan digunakan untuk 
mendukung sosialisasi kebijakan, operasional layanan administrasi, serta 
pemeliharaan sistem e-Samsat. 

Dari aspek sarana dan prasarana, sistem e-Samsat Bali dan layanan 
pembayaran digital telah diterapkan untuk memudahkan wajib pajak dalam 
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melunasi kewajibannya tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat. Namun, 
dalam praktiknya, terjadi kendala teknis pada sistem daring akibat lonjakan 
transaksi di akhir periode pemutihan. Selain itu, beberapa kantor Samsat mengalami 
keterbatasan dalam ruang tunggu yang sempit dan minimnya garis antre, yang 
menyebabkan ketidakteraturan antrean dan ketidaknyamanan bagi wajib pajak. 
Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur pelayanan serta manajemen antrean yang 
lebih tertata menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan ini. 

c. Karakteristik Instansi Pelaksana 
Karakteristik instansi pelaksana merupakan faktor yang menentukan 

efektivitas kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Suwarno (2008), 
karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur birokrasi, kompetensi sumber 
daya manusia, serta pola koordinasi antarinstansi. Dalam kebijakan pemutihan 
pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, instansi pelaksana utama adalah 
Bapenda Provinsi Bali, UPTD PPRD, dan kantor Samsat, yang bertanggung jawab 
dalam sosialisasi, pelayanan administrasi pajak, serta pemantauan dan evaluasi 
kebijakan. 

Dari aspek struktur organisasi, tugas dan wewenang antarinstansi telah 
terdistribusi dengan baik. Bapenda berperan sebagai koordinator kebijakan, 
sedangkan UPTD PPRD dan Samsat bertanggung jawab atas implementasi teknis 
di lapangan. Namun, dalam praktiknya, terdapat kendala dalam sinkronisasi data 
antara Samsat, kepolisian, dan bank mitra pembayaran, yang menyebabkan 
beberapa wajib pajak mengalami hambatan dalam proses administrasi, terutama 
dalam validasi data kendaraan yang belum diperbarui. 

Dari aspek koordinasi antarinstansi, kerja sama antara Bapenda, Samsat, 
kepolisian, dan pihak perbankan dalam sistem e-Samsat menjadi langkah inovatif 
dalam mempermudah pembayaran pajak. Namun, masih terdapat kekurangan 
dalam kesiapan sistem layanan digital, yang menghambat kelancaran proses 
administrasi pada periode tertentu. Selain itu, keterbatasan fasilitas di kantor 
Samsat, seperti kurangnya ruang tunggu serta minimnya garis antre, menyebabkan 
ketidaknyamanan bagi wajib pajak yang datang langsung untuk melakukan 
pembayaran. 

Secara keseluruhan, karakteristik instansi pelaksana dalam kebijakan ini telah 
berjalan cukup baik dalam menjalankan tugasnya. Namun, tantangan dalam 
sinkronisasi data, kesiapan sistem e-Samsat, serta peningkatan fasilitas pelayanan 
masih perlu diperbaiki agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal di 
masa mendatang. 

d. Komunikasi Antarorganisasi 
Dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), efektivitas komunikasi 

antarorganisasi dan penegakan kebijakan menjadi faktor kunci dalam memastikan 
keselarasan antara perencanaan dan implementasi di lapangan. Pada kebijakan 
pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, komunikasi tidak hanya 
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berfokus pada penyampaian informasi internal, tetapi juga melibatkan koordinasi 
lintas instansi untuk memastikan kelancaran program. BAPENDA Provinsi Bali 
telah mengembangkan mekanisme komunikasi strategis guna mendukung 
implementasi kebijakan, salah satunya melalui rapat koordinasi berkala antara 
BAPENDA, UPTD PPRD, serta instansi pendukung lainnya. Rapat ini bertujuan 
untuk menyamakan pemahaman mengenai mekanisme operasional, target 
pencapaian, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Forum ini 
juga menjadi sarana pertukaran informasi terbaru dan pengalaman dalam 
menghadapi hambatan operasional, memungkinkan penyesuaian strategi secara 
cepat dan tepat. 

Selain koordinasi langsung, komunikasi antarinstansi juga diperkuat melalui 
penggunaan platform digital terpadu yang memfasilitasi pertukaran data, 
monitoring real-time terhadap pelaksanaan kebijakan, serta pelaporan hasil 
implementasi. Pemanfaatan teknologi ini meningkatkan efisiensi komunikasi 
sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Di samping itu, 
efektivitas komunikasi ditunjang oleh mekanisme penegakan kebijakan yang 
meliputi pemantauan dan evaluasi berkala. Proses ini mencakup verifikasi data 
wajib pajak, pemeriksaan kepatuhan terhadap prosedur operasional, serta 
identifikasi dan penanganan potensi penyimpangan. Pendekatan yang sistematis ini 
memungkinkan deteksi dini terhadap kendala yang muncul, sehingga strategi 
pelaksanaan dapat disesuaikan untuk memastikan target kebijakan tercapai. 

Secara keseluruhan, strategi komunikasi antarorganisasi yang terintegrasi 
dengan sistem penegakan kebijakan terbukti efektif dalam mendukung 
implementasi program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. 
Dengan mekanisme koordinasi yang rutin, pemanfaatan teknologi digital, serta 
sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur, setiap instansi dapat bersinergi 
lebih optimal, sehingga implementasi kebijakan berjalan secara efisien dan sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Disposisi Implementator 
Dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), sikap dan respons pelaksana 

kebijakan menjadi faktor krusial yang mempengaruhi efektivitas implementasi. 
Indikator ini mencakup sikap, komitmen, dan intensitas respons yang ditunjukkan 
oleh pihak yang menjalankan kebijakan. Pada kebijakan pemutihan pajak 
kendaraan bermotor di Provinsi Bali, disposisi pelaksana, terutama pegawai 
BAPENDA dan petugas UPT Samsat, memainkan peran penting dalam 
menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan operasional yang efektif. 

Hasil temuan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan umumnya memiliki 
sikap positif dan mendukung keberhasilan program. Meskipun menghadapi 
tantangan seperti lonjakan permintaan dan keterbatasan sumber daya, mereka tetap 
berkomitmen menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini terlihat dari 
kesiapan mereka dalam menyesuaikan proses pelayanan, termasuk penyesuaian 
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waktu operasional dan redistribusi tugas untuk mengatasi antrian panjang di UPT 
Samsat. Sikap proaktif ini mencerminkan bahwa para pelaksana tidak hanya 
menjalankan instruksi, tetapi juga berupaya mencari solusi untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan. Selain itu, penggunaan sistem monitoring real-time dan 
koordinasi internal menjadi contoh konkret bagaimana disposisi implementator 
berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan. 

Motivasi internal yang kuat juga didorong oleh pemahaman akan pentingnya 
kebijakan pemutihan sebagai bagian dari pemulihan ekonomi pasca pandemi. 
Kesadaran bahwa keberhasilan kebijakan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak dan optimalisasi PAD mendorong mereka untuk bekerja lebih cermat dan 
responsif. Meskipun terdapat peningkatan beban kerja selama periode puncak 
program, komitmen mereka tetap terjaga untuk mencapai target kebijakan. 

Secara keseluruhan, wawancara dan observasi lapangan menunjukkan bahwa 
mayoritas implementator bersikap positif dan responsif terhadap kebijakan. 
Namun, terdapat variasi dalam intensitas komitmen di berbagai level birokrasi, di 
mana sebagian pelaksana masih menunjukkan respons yang kurang optimal. Oleh 
karena itu, peningkatan pelatihan dan penguatan motivasi internal diperlukan untuk 
memastikan keseragaman dalam penerapan kebijakan di seluruh tingkatan 
pelaksana.  

f. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik 
Dalam model Van Meter dan Van Horn (1975), kondisi ekonomi, sosial, dan 

politik merupakan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap 
implementasi kebijakan. Faktor-faktor ini tidak hanya membentuk konte=ks 
pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mempengaruhi persepsi serta partisipasi 
masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut. 

Pada kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali, kondisi 
ekonomi menjadi faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan ini. Dampak 
pandemi COVID-19 telah menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat dan 
terganggunya aktivitas ekonomi, sehingga pemerintah daerah menerapkan 
kebijakan pemutihan untuk meringankan beban wajib pajak dan merangsang 
kembali perekonomian. Dengan memberikan insentif berupa penghapusan sanksi 
administratif, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran 
pajak, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada optimalisasi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 

Faktor sosial juga berperan dalam keberhasilan kebijakan ini, terutama terkait 
persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sosialisasi 
kebijakan melalui berbagai media menjadi langkah strategis untuk meningkatkan 
kesadaran wajib pajak terhadap manfaat pemutihan. Peningkatan kesadaran ini 
diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak, sekaligus memperkuat hubungan 
antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah. 
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Sementara itu, faktor politik memberikan dasar hukum dan legitimasi bagi 
kebijakan pemutihan. Dukungan politik yang kuat tercermin dalam Peraturan 
Gubernur Bali No. 24 Tahun 2023, yang memberikan kepastian hukum dalam 
pelaksanaan kebijakan. Stabilitas politik dan koordinasi antarinstansi yang baik 
turut mendukung keberhasilan implementasi, meskipun tantangan ekonomi masih 
menjadi hambatan utama. 

Secara keseluruhan, kondisi eksternal, terutama tekanan ekonomi akibat 
pandemi, telah berdampak signifikan terhadap implementasi kebijakan pemutihan 
pajak kendaraan bermotor. Meskipun dukungan politik dan sosial relatif kuat, 
hambatan ekonomi tetap menjadi tantangan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, 
diperlukan upaya adaptasi terhadap kondisi ekonomi yang fluktuatif agar kebijakan 
ini dapat berjalan secara lebih optimal. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn 
(1975), implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali 
dapat dikategorikan sebagai kebijakan yang telah berjalan dengan baik, meskipun masih 
terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Kebijakan ini dipengaruhi oleh enam 
indikator utama, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik instansi 
pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi implementor, serta kondisi sosial, 
ekonomi, dan politik. 

Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memiliki standar dan sasaran yang jelas, yaitu 
memberikan keringanan bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pembayaran 
pajak kendaraan bermotor. Sumber daya pendukung, seperti anggaran, tenaga kerja, 
teknologi informasi, serta sarana dan prasarana, telah dioptimalkan, meskipun masih 
terdapat kendala dalam jumlah petugas dan kapasitas sistem daring. Koordinasi 
antarinstansi, khususnya antara Bapenda, UPTD PPRD, dan Samsat, telah berjalan cukup 
baik, meskipun terdapat tantangan dalam penyampaian informasi yang merata kepada 
masyarakat. Komunikasi antarorganisasi telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, 
seperti pengarahan rutin dan koordinasi lintas sektor, meskipun masih ditemukan 
hambatan dalam penyampaian informasi yang akurat kepada wajib pajak. Disposisi 
implementor menunjukkan sikap positif dan komitmen tinggi, namun tekanan kerja yang 
tinggi masih menjadi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan yang konsisten. Faktor 
sosial, ekonomi, dan politik turut berperan dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini, 
terutama dalam memberikan kelonggaran finansial bagi masyarakat pascapandemi serta 
mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah daerah. 

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang positif 
dalam implementasinya, masih diperlukan peningkatan dalam sosialisasi kepada 
masyarakat, optimalisasi sumber daya, serta penguatan koordinasi lintas instansi guna 
mencapai efektivitas kebijakan yang lebih maksimal..  
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Saran 
Adapun beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

berdasarkan pada penelitian ini yaitu: 
a. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali diharapkan dapat 

mengoptimalkan implementasi kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor 
dengan meningkatkan efektivitas sosialisasi kepada masyarakat, terutama di 
daerah yang sulit dijangkau, agar pemahaman mengenai kebijakan ini lebih 
merata. 

b. UPTD PPRD dan Samsat diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pelayanan, 
khususnya dalam mengatasi lonjakan wajib pajak pada akhir periode pemutihan. 
Peningkatan fasilitas seperti ruang tunggu yang lebih memadai dan sistem antrean 
yang lebih tertata perlu menjadi perhatian agar pelayanan lebih optimal. 

c. Masyarakat wajib pajak diharapkan lebih aktif dalam memanfaatkan kebijakan 
pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai upaya memenuhi kewajiban pajak 
dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai 
dampak jangka panjang kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap 
kepatuhan wajib pajak serta efektivitas sistem administrasi perpajakan di Provinsi 
Bali. 
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